
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nornor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Urnurn Daerah, rnenyebutkan BLUD
dapat rnelakukan utangj'pinjaman sehubungan dengan
kegiatan operasional dan/ atau perikatan pmjaman
dengan pihak lain;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nornor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Urnurn Daerah, bahwa BLUD dapat
rnelakukan kerja sarna dengan pihak lain;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nornor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Urnurn Daerah, BLUD dapat rnelakukan
investasi sepanjang rnernberi rnanfaat bagi peningkatan
pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada
rnasyarakat serta tidak rnengganggu likuiditas keuangan
BLUDdengan tetap rnernperhatikan rencana pengeluaran;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (2)
Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalarn rangka
rneningkatkan pelayanan kepada rnasyarakat, Kepala
Daerah rnenetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalarn
Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat
pengelola BLUD;

e. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana
dirnaksud dalarn huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Pinjarnan , Investasi dan Kerja Sarna Badan Layanan
Urnurn Daerah Lingkup Pernerintah Kabupaten Cirebon;
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah , terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ten tang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59);

Mengingat
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Pasal1

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cirebon.

BAB I
KETENTUANUMUM

PERATURANBUPATI TENTANGPENGELOLAANPINJAMAN,
INVESTASI DAN KERJA SAMA BADAN LAYANANUMUM
DAERAHLINGKUPPEMERINTAHKABUPATENCIREBON

MEMUTUSKAN:

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05j2020
Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1046);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020
tentang Tata Cara Kerja Sarna Daerah dengan Daerah Lain
dan Kerja Sarna Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Nomor 7);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 37);

Menetapkan
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4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUDadalah sistem yang diterapkan oleh
unit pelaksana teknis dinas Zbadan daerah dalarn
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalarn pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola
pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan
dalarn rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah serta bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD
yang bertanggung jawab terhadap kinerja
operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin,
pejabat keuangan dan pejabat teknis yang
sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur pada
BLUDyang bersangkutan.

8. Investasi adalah penggunaan aset untuk
memperoleh manfaat ekonomis yang dapat
meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

9. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis
dalam rangka penyediaan dana investasi antara
BLUD dengan Badan Investasi Pemerintah, Badan
Usaha, atau Lembaga Keuangan Pemerintah.

10. Kerja sarna adalah suatu perikatan antara BLUD
dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen
dan proses operasional secara bersarna dengan
pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua
belah pihak.

11. Perjanjian Kerja sama adalah naskah kerja sarna
atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat
kesepakatan mengenai pemanfaatan atau
pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu berupa kerja sarna
operasi, sewa menyewa, konsinyasi, usaha lainnya
yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
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Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
sebagai pedoman bagi BLUD dalam melakukan
pinjaman, investasi dan kerja sarna dengan pihak
lain.

(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
untuk mengatur pelaksanaan pinjaman, investasi
dan kerja sarna BLUDdalarn rangka meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BABII
MAKSUDDANTUJUAN

12. Pinjaman BLUDyang selanjutnya disebut Pinjaman
adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD
menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga
BLUD tersebut terbebani kewajiban untuk
membayar kembali.

13. Pinjarnan Jangka Pendek adalah pinjaman dalarn
jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.

14. Pinjaman Jangka Panjang adalah pinjarnan dalarn
jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

15. Obligasi adalah surat bukti pengakuan utang, yang
dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau
perusahaan, dengan jangka waktu sekurang­
kurangnya satu tahun.

16. Anjak Piutang (factoring) BLUD adalah pinjarnan
jangka pendek dengan cara pengalihan hak tagih
piutang BLUD yang bersumber dari pendapatan
pelayanan BLUDkepada pihak ketiga.

17. Pinjaman Supply Chain Finance yang selanjutnya
disingkat SCF adalah kegiatan pendanaan yang
diberikan kepada pihak-pihak dalam rantai pasokan
pekerjaan yang berasal dari pemberi kerja rekanan.

18. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal
yang terjadi antara para pihak menyangkut
perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur
keabsahannya.

19. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis
antara BLUD sebagai penerima pmjaman dengan
pihak pemberi pinjaman.

20. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya
disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran
tahunan BLUD,yang disusun dan disajikan sebagai
bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
SKPD.
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(3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan pmjaman yang
memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan
masa pembayaran kernbali atas pinjaman tersebut
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, yang hanya
digunakan untuk pengeluaran belanja modal.

Pasal 3

Bagian Kedua
Kebijakan Pinjaman

Pasa15

(1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dapat berupa :
a.pinjaman jangka pendek; dan
b.pinjaman jangka panjang.

(2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan pmjaman yang
memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang
timbul karena kegiatan operasional dan Zatau yang
diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara
jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah
penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran
kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
a. taat kepada ketentuan peraturan perundang-

undangan;
b. transparan;
c. akuntabel;
d. efisien dan efektif; dan
e. kehati-hatian.

Pasal4

Bagian Kesatu
Prinsip Pinjaman

BABIV
PINJAMAN

Ruang lingkup peraturan Bupati mi meliputi
pengelolaan :
a. pinjaman;
b. investasi; dan
c. kerja sarna.

Pasal3

BAB III
RUANO LINOKUP
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Pasal8

(1) Pinjarnanjangka panjang dapat berupa :
a. obligasi; dan
b. bentuk pinjaman jangka panjang lainnya.

Bagian Kelirna
Pinjarnan Jangka Panjang

Bagian Keernpat
Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 7

(1) Pinjaman jangka pendek dapat berupa :
a.anjak Piutang;
b.pinjaman Supply Chain Finance (SCF);dan
c. bentuk pinjarnan jangka pendek lainnya.

(2) Pinjarnan jangka pendek sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1)dibuat dalam bentuk perjanjian pinjarnan yang
ditandatangani oleh Pernirnpin BLUD dan pernberi
pinjaman.

(3) Pernbayaran pinjarnan jangka pendek sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan
keuangan BLUDtahun anggaran berkenaan.

(4) Kewajiban pernbayaran kernbali pinjaman jangka
pendek sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) rneliputi
pokok pinjaman , bunga, dan biaya lain yang harus
dilunasi sesuai dengan persyaratan dalarn perjanjian
pinjaman.

(5) Pernbayaran pinjarnan jangka pendek sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) rnenjadi tanggung jawab
BLUD.

Pasal6

(1) Pinjaman BLUDdapat bersurnber dari;
a. badan usaha rnilik negaray badan usaha rnilik

daerah;
b. lernbaga keuangan bank;
c. lernbaga keuangan bukan bank;
d. pihak luar negeri.

(2) Pinjaman BLUDyang bersurnber dari pihak luar negeri
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf d,
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan yang rnengatur tentang kerja sarna luar
negeri.

Bagian Ketiga
Surnber Pinjaman
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Pasal10

(1) Persyaratan dalam melakukan pinjaman jangka
pendek sebagai berikut:

a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum
dalam RBAdalam tahun anggaran berjalan;

Pasal9

(1) Perjanjian atas pinjaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang
berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai
pmjaman.

(2) Kewenangan atas pelaksanaan Pinjaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jenjang nilai
pinjaman sebagai berikut:

a. untuk pinjaman yang bemilai sampai dengan
10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan
BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak
bersumber dari APBDdan hibah terikat dilakukan
oleh Pemimpin BLUD;dan

b. untuk pmjaman yang bemilai diatas 10%
(sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas
persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun
anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari
APBDdan hibah terikat dilakukan oleh Pemimpin
BLUDatas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Kewenangan dan Persyaratan Pinjaman

(2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.

(3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atas persetujuan Bupati.

(4) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali
pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan
biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian
pinjaman.

(5) Mekanisme pengajuan pinjaman jangka panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Pembayaran pinjaman jangka panjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab
BLUD.

(7) Pembayaran pinjaman jangka panjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan
keuangan BLUDtahun anggaran berkenaan.



(1) Persyaratan dalam melakukan pmjaman jangka
panjang sebagai berikut:
a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum

dalam RBA dalam tahun anggaran berjalan ,
namun dana yang tersedia tidak /belum
mencukupi untuk menutup kebutuhan atau
kekurangan dana untuk membiayai kegiatan
dimaksud;

b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan
untuk pengembangan yang pelaksanaannya
melampaui periode satu tahun anggaran;

c. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi atau
tidak memadai untuk membiayai kegiatan
dimaksud;

d. jumlah pinjaman jangka panjang yang masih ada
ditambah dengan jumlah pmjaman jangka
panjang yang akan ditarik tidak melebihi 75%
(tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan
BLUDtahun sebelumnya; dan

e. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang
ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 11

b. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan jasa
layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a
harus dianggarkan dalam RBA tahun berikutnya
bilamana transaksi terjadinya pinjaman tidak
pada awal tahun anggaran berjalan atau
mendekati batas akhir tahun anggaran sehingga
perlu membayar kewajiban pada anggaran tahun
berikutnya;

c. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak
dan tidak dapat ditunda;

d. saldo kas dan setara kas BLUDtidak mencukupi
atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan
dimaksud;

e. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada
ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek
yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas
persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun
anggaran sebelumnya; dan

f. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang
ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan
perundang- undangan.

(2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)atas persetujuan Dewan Pengawas.



Pasal12

(1) Prosedur pinjamanjangka pendek sebagai berikut:

a. Pemimpin BLUDmemilih pemberi pinjaman yang
menawarkan ketentuan dan persyaratan yang
paling menguntungkan bagi BLUD;

b. Pemimpin BLUDmengajukan rencana pengajuan
pmjaman kepada Dewan Pengawas untuk
mendapatkan persetujuan, dengan
menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. kerangka acuan atau proposal rencana
kegiatan yang akan dilaksanakan;

2. RBAtahun bersangkutan;
3. perhitungan ten tang kemampuan BLUD

dalam memenuhi kewajiban pembayaran
kembali pinjaman; dan

4. rencana keuangan pinjaman yang akan
diusulkan.

c. Pemimpin BLUD wajib membayar bunga dan
pokok pinjaman yang telah jatuh tempo atas
pinjaman yang pembayarannya dibebankan
kepada pendapatan pelayanan BLUD;

d. Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan
pembayaran bunga dan pokok pmjaman
sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang
telah ditetapkan dalam RBA;

e. Untuk pinjaman yang berupa uang, Pemimpin
BLUDmengajukan usulan pinjaman kepada calon
pemberi pmjaman sesuai prosedur dan
kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan

f. Untuk pmjaman yang berupa barang/jasa,
Pemimpin BLUD melakukan pinjaman kepada
pihak lain melalui kontrak pengadaan
barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan
administrasi yang diperlukan.

(2) Kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi
pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman
yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan
pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang­
undangan.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pinjaman

(2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atas persetujuan Bupati.



Pasal14

(1) Pinjarnan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan
bersarna antara pernberi pinjaman dengan Pemirnpin
BLVD sebagai penerirna pinjaman yang dituangkan
dalam perjanjian pinjarnan.

(2) Perjanjian pinjaman sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani oleh Pemirnpin BLVD dan
pirnpinan pernberi pinjaman.

(3) Perjanjian pinjarnan sebagairnana dimaksud pada
ayat (1)paling sedikit rnernuat :
a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian

pinjarnan;
b. jurnlah pinjarnan;
c. peruntukan pinjarnan;
d. persyaratan pinjaman;
e. tata cara pencairan pinjarnan; dan
f. tata cara pernbayaran pinjaman.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Pinjaman

Pasal13

(1) Prosedur pinjamanjangka panjang sebagai berikut:
a. Pernirnpin BLVD rnengajukan rencana pinjaman
kepada Bupati rnelalui PPKDuntuk rnendapatkan
persetujuan, dengan rnenyarnpaikan dokurnen
sebagai berikut:

1. kerangka acuan atau proposal rencana
kegiatan yang akan dilaksanakan;

2. RBAtahun bersangkutan;
3. perhitungan tentang kernampuan BLVD

dalam rnernenuhi kewajiban pernbayaran
kernbali pinjaman; dan

4. rencana keuangan pinjaman yang akan
diusulkan

b. Atas rencana pinjarnan sebagairnana dirnaksud
pada ayat (1), PPKD rnemberikan pertirnbangan
kepada Bupati; dan

c. Dalam hal Bupati telah rnernberikan persetujuan,
Pernimpin BLVD rnengajukan usulan pinjaman
kepada calon pernberi pinjaman sesuai prosedur
dan kelengkapan adrninistrasi yang diperlukan.

(2) Kesepakatan antara Pernimpin BLVD dan pernberi
pinjarnan dituangkan dalarn perjanjian pinjaman
yang ditandatangani oleh Pernirnpin BLVD dan
pemberi pmjaman sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.



(1) Penerimaan pmjaman merupakan penenmaan
pembiayaan dari BLUD.

(2) Pembayaran pokok pmjaman merupakan
pengeluaran pembiayaan dari BLUD.

(3) Pemimpin BLUD melaksanakan pembayaran pokok
pinjaman, bunga, dan biaya lainnya yang telah jatuh
tempo sesuai perjanjian pinjaman.

(4) Pembayaran kembali pinjaman serta kewajiban yang
timbul sebagai akibat perjanjian pmjaman
merupakan tanggungjawab BLUD.

(5) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelunasan pokok
pmjaman, bunga, dan biaya lainnya sebelum jatuh
tempo.

(6) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan
pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya
lainnya sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas
yang telah ditetapkan dalam RBA.

(7) Pelampauan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan
biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
diusulkan dalam RBAPerubahan.

(8) Dalam hal pembayaran cicilan pokok pinjaman,
bunga dan biaya lainnya yang jatuh tempo melebihi
anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan,
Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan
pembayaran dan melaporkannya dalam laporan
keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

(9) Pembayaran pinjaman yang terkait dengan proses
pengadaan barang/ jasa diselesaikan sesuai prosedur
pengadaan barang/ jasa.

Pasal17

Bagian Kesembilan
Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam
rekening BLUD.

Pasal16

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pmjaman
dicantumkan dalam Laporan Keuangan BLUD.

Pasal15

(4) Dalam hal pinjaman jangka panjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, perjanjian
pinjaman ditandatangani oleh Pemimpin BLUD
dengan pemberi pinjaman.



Pasa121
(1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan pendapatan
BLVD dan dipergunakan secara langsung untuk
membiayai pengeluaran sesuai RBA.

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2), merupakan investasi yang
dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk
dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan
surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan
rencana pengeluaran.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),meliputi:
a. deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan

sampai dengan 12 (dua belas) bulan danj atau
yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan

b. surat berharga Negara jangka pendek.
(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),meliputi :
a. dapat segera diperjualbelikanj dicairkan;
b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 20

Pasal19

(1) BLVDdapat melakukan investasi untuk memberikan
manfaat bagi peningkatan pendapatan dan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta
tidak mengganggu likuiditas keuangan BLVDdengan
tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa investasi jangka pendek.

BABV
INVESTASI

Pasal18

(1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh pejabat
keuangan pada BLVD.

(2) Penatausahaan pinjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)mencakup kegiatan :
a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
b. akuntansi pengelolaan pinjaman.



(1) Kerja sarna dengan pihak lain sebagairnana dirnaksud
dalarn Pasal 22 antara lain berupa:
a. kerja sarna operasional;
b. kerja sarna pendidikan dan pelatihan;
c. kerja sarna pernanfaatan barang rnilik daerah;

(2) Kerja sarna operasional sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) huruf a, rnerupakan perikatan an tara BLUD
dengan pihak lain, rnelalui pengelolaan rnanajernen
dan proses operasional secara bersarna dengan
pernbagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua
belah pihak.

(3) Kerja sarna pendidikan dan pelatihan sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan
penerirnaan siswa praktek, penelitian atau
pengarnbilan data.

(4) Kerja sarna pernanfaatan barang rnilik daerah
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan rnelalui pendayagunaan barang rnilik
daerah dan/ atau optirnalisasi barang rnilik daerah
dengan tidak rnengubah status kepernilikan untuk
rnernperoleh pendapatan dan tidak mengurangi
kualitas pelayanan urnurn yang menjadi kewajiban
BLUD.

(5) Pendapatan yang berasal dari pernanfaatan barang
rnilik daerah yang sepenuhnya untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi BLUD
merupakan pendapatan BLUD.

Pasal23

Pasal22

(1) Untuk rneningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan BLUD dapat rnelakukan kerja sarna
dengan pihak lain.

(2) Kerja sarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (1),
dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas,
ekonornis, dan saling rnenguntungkan.

(3) Prinsip saling rnenguntungkan sebagairnana
dirnaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial
dan/ atau nonfinansial.

BAB VI
KERJASAMA

(2) Investasi jangka pendek sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1)dilaksanakan oleh Pernirnpin BLUD.



(1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 24 ayat (1) merupakan pendapatan BLUDdan
dapat dipergunakan secara langsung untuk
membiayai pengeluaran sesuai RBA.

(2) Ketentuan pelaksanaan kerja sarna sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 24 ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasa125

Pasa124
(1) Kerja sarna operasional sebagaimana dimaksud

dalarn Pasal 23 ayat (1) huruf a dapat berupa kerja
sama operasional alat, bangunan, dan manajemen
maupun sewa tanah, sewa gedung, sewa alat
darr/ atau aset lainnya.

(2) Jenis dan bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa:
a. kontrak pelayanan iseruice contract) yaitu BLUD

mengalihkan resiko usaha kepada operator
swasta, misalnya pemeliharaan, dapur I catering,
kebersihan / cleaning, perbaikan komputer
(computer services);

b. konsinyasi yaitu pihak lain menitipkan barang
kepada BLUD untuk dijual kepada konsumen
yang pembayarannya berdasarkan sejumlah
barang yang terjual;

c. sewa menyewa yaitu BLUDmenyewakan asetnya
kepada pihak swasta yang akan menanggung
setiap resiko komersial yang timbul dan
memberikan sejumlah uang sewa kepada BLUD;

d. bagi hasil yaitu BLUD menyepakati penggunaan
asetnya kepada pihak swasta yang akan
menanggung setiap resiko komersial yang timbul
dengan memberikan sejumlah uang bagi hasil
kepada BLUD.

(6) Kerja sama Pemanfaatan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan pemanfaatan barang milik daerah.



Pemimpin BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan
yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 27 ayat (1) dan telah
mendapat persetujuan Bupati.

Pasal28

BABIX
KETENTUANLAIN-LAIN

(1) Pemimpin BLUDmelakukan monitoring dan evaluasi
terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 26 ayat (1) atas pengelolaan pinjarnan ,
investasi dan kerja sarna.

(2) Dalam hal terdapat permasalahan atas laporan
bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemimpin BLUD mengarnbil langkah-langkah
penyelesaian.

(3) Terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 26 ayat (2), Dewan Pengawas melakukan
monitoring dan evaluasi dalam rangka memberikan
penilaian terhadap kinerja pengelolaan pinjarnan,
investasi dan kerja sarna.

Pasa127

BABVIII
MONITORINGDANEVALUASI

pada
kepada

(2)

Pasal 26

(1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan Laporan
Bulanan kepada Pemimpin BLUDmengenai realisasi
penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul
akibat dari pengelolaan pinjarnan, investasi dan
kerja sarna.
Laporan bulanan sebagaimana dimaksud
ayat (1) disarnpaikan oleh Pemimpin BLUD
Bupati melalui Dewan Pengawas BLUD.

BABVII
PELAPORAN

, , .



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 70

Diundangkan di Sumber
padatanggal1 September 2023

IMRON

TID

BUPATI CIREBON,

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1September 2023

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 29

BABX
KETENTUAN PENUTUP

.'


